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TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA SAMARINDA,

a.

bahwa pengembangan pengelolaan sarana dan
prasarana olahraga merupakan salah satu
potensi andalan yang saat ini sangat pesat
perkembangannya di kota Samarinda sebagai
kota Jasa, Industri dan Perdagangan serta
Pemukiman yang berwawasan lingkungan.

bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban,
pengawasan dan  pengendalian  tempat
pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
tersebut, maka dipandang perlu untuk diatur
dalam Peraturan Daerah.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah
kembali untuk kedua kali dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4535);

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang
Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 ~ Tahun 2007  tentang
Penyelenggaraan Olahraga;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2007  tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahraga;
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10.

11

12.

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Olahraga;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan
Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Samarinda  (Lembaran = Daerah  Kota
Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06
Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota
Samarinda (Lembaran Daerah Kota Tahun
2009 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan ~ : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

L.

2.

Daerah adalah Kota Samarinda;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan
perinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan
bersama kepala daerah;

Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;
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